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BAB I 

PENDAHULUAN 

4.2 Latar Belakang Kuliah Kerja Magang 

Pengelolaan keuangan yang efektif dan efisien merupakan salah satu elemen 

kunci dalam menjalankan pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Surat 

Perintah Membayar (SPM) adalah salah satu 1opic11l11 vital dalam proses 

pencairan anggaran untuk membiayai berbagai kegiatan, termasuk pengadaan 

barang dan jasa. Di Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Mojokerto, prosedur 

penerbitan SPM adalah bagian penting dari sistem keuangan yang harus dikelola 

sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan, 

seperti yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan dan regulasi terkait 

lainnya. Sebagai lembaga pemerintah yang bertanggung jawab atas pengumpulan 

dan pengolahan data 1opic11l1, BPS Kabupaten Mojokerto memiliki kewajiban 

untuk memastikan bahwa semua prosedur keuangan, termasuk penerbitan SPM, 

dilakukan dengan akurat dan tepat waktu.  

Proses penerbitan SPM di BPS Kabupaten Mojokerto melibatkan beberapa 

tahapan penting, mulai dari pengajuan dokumen oleh satuan kerja, verifikasi 

kelengkapan dan keakuratan dokumen oleh bagian keuangan, hingga persetujuan 

dan penerbitan SPM oleh pejabat yang berwenang. Setiap tahapan ini 

membutuhkan ketelitian tinggi untuk memastikan bahwa pembayaran dilakukan 

sesuai dengan ketentuan dan prinsip-prinsip transparansi serta akuntabilitas. 

Namun, pelaksanaan prosedur penerbitan SPM seringkali dihadapkan pada 

berbagai tantangan. Masalah seperti dokumen yang tidak lengkap, ketidaksesuaian 

antara dokumen pendukung dengan kondisi di lapangan, serta keterlambatan 

dalam verifikasi merupakan hambatan yang sering mengganggu kelancaran 

pencairan dana. Selain itu, masalah teknis terkait penggunaan sistem informasi 

keuangan juga dapat mempengaruhi efisiensi dan efektivitas prosedur ini. Jika 

tidak ditangani dengan baik, hambatan-hambatan ini berpotensi menurunkan 

kualitas pelayanan 1opic1 dan menciptakan ketidakpuasan di antara para penerima 

manfaat. 
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Untuk memperjelas setiap langkah dalam proses penerbitan SPM, diperlukan 

pendekatan yang lebih sistematis dan visual. Flowchart adalah alat yang sangat 

efektif untuk menggambarkan alur kerja dan membantu pemahaman mengenai 

prosedur secara keseluruhan. Dengan memetakan proses menggunakan flowchart, 

setiap tahapan penerbitan SPM dapat dilihat dengan lebih jelas, mulai dari 

pengajuan hingga persetujuan akhir. Oleh karena itu, dalam analisis ini, flowchart 

akan digunakan untuk menggambarkan prosedur penerbitan SPM di BPS 

Kabupaten Mojokerto. Penggunaan flowchart diharapkan dapat memberikan 

pemahaman yang lebih baik tentang alur kerja, mengidentifikasi potensi masalah, 

dan memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efisiensi serta efektivitas 

proses penerbitan SPM. 

1.2. Tujuan Kuliah Kerja Magang 

Tujuan dari Kuliah Kerja Magang (KKM) di Badan Pusat Statistik Kabupaten 

Mojokerto ini untuk mengetahui permasalahan atau kendala yang terjadi di BPS 

Kabupaten Mojokerto serta mengetahui tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja 

Badan Pusat Statistik Kabupaten Mojokerto. Selain itu juga dapat meningkatkan 

kemampuan dan keterampilan mahasiswa di dalam dunia kerja. 

 

1.3. Manfaat Kuliah Kerja Magang 

Manfaat adanya Kuliah Kerja Magang (KKM) dapat dirasakan oleh kedua 

belah pihak antara instansi dan mahasiswa diantaranya sebagai berikut : 

1. Bagi STIE PGRI Dewantara Jombang 

a. Dapat membina dan meningkatkan kerjasama antara instansi pemerintah 

atau perusahaan dengan pihak STIE PGRI Dewantara Jombang. 

b. Dapat meningkatkan kemampuan mahasiswa/mahasiswi sehingga nantinya 

dapat tercipta lulusan yang berkualitas. 

c. Dapat mengukur seberapa besar peran dari para tenaga pendidik dalam 

memberikan materi perkuliahan sesuai perkembangan dalam dunia kerja 

kepada mahasiswa sehingga nantinya dapat memberikan masukan untuk 

pengembangan program studi yang lebih baik ke depannya. 
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2. Bagi Mahasiswa 

a. Sebagai sarana untuk meningkatkan keterampilan mahasiswa dalam 

mengaplikasikan kemampuan dan pengetahuan yang telah diperoleh 

selama mengikuti perkuliahan guna diterapkan dalam dunia kerja. 

b. Dapat mengetahui bagaimana dunia kerja sesungguhnya serta dapat 

bersosialisasi dan maupun berinteraksi dengan karyawan yang lebih 

berpengalaman di dalam dunia kerja. 

c. Sebagai sarana untuk melatih disiplin dan tanggung jawab dalam 

mengolah informasi maupun manajemen waktu saat menyelesaikan tugas 

yang diberikan. 

 

3. Bagi Badan Pusat Statistik Kabupaten Mojokerto 

a. Terciptanya hubungan kerjasama antara kedua belah pihak, yaitu dapat 

menempatkan mahasiswa yang mempunyai potensial untuk mendapatkan 

pengalaman kerja. 

b. Memperoleh bantuan tenaga dan fikiran dari mahasiswa dalam 

menjalankan kegiatan atau pekerjaan. 

c. Membagi pengetahuan dengan mahasiswa mengenai kinerja di dalam 

instansi. 

1.4. Tempat Kuliah Kerja Magang 

 

Kuliah Kerja Magang (KKM) ini dilaksanakan di: 

Nama Tempat Magang : Badan Pusat Statistik Kabupaten Mojokerto 

Alamat Instansi : Jl. RA. Basuni 35, Kedungpring, Jampirogo, 

Kec. Sooko Kab. Mojokerto, Jawa Timur, 

Indonesia  
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1.5. Jadwal Kuliah Kerja Magang 

Dalam rencana waktu pelaksaannya, Kuliah Kerja Magang (KKM) ini 

direncanakan berlangsung selama 2 bulan dengan rentang waktu yang diajukan 

adalah pada tanggal 08 Juli 2024 – 13 September 2024. 

Dalam melaksanakan Kuliah Kerja Magang (KKM) tersebut, waktu kuliah 

kerja magang ditentukan dan diatur sesuai dengan kebijakan yang terdapat di 

Badan Pusat Statistik Kabupate Mojokerto yang sesuai dengan jam kerja pegawai 

Tabel 1.1 Peraturan KKM Di BPS Kabupaten Mojokerto 

Hari Kegiatan Waktu 

 

Senin – Kamis 

Masuk Kerja 07.30 WIB 

Istirahat 12.00 – 13.00 WIB 

Pulang 16.00 WIB 

 

Jum’at 

Masuk Kerja 07.30 WIB 

Istirahat 11.30 – 13.00 WIB 

Pulang 16.30 WIB 

Sabtu – Minggu Libur 

Sumber ; BPS Kabupaten Mojokerto 

 

Tabel 1.2 Jadwal Kegiatan KKM 

No. Kegiatan Juli Agustus September 

II III IV I II III IV I II 

1. Persiapan Kuliah 

Kerja Magang 

(KKM) 

         

2. Pelaksanaan Kuliah 

Kerja Magang 

(KKM) 

         

3. Pengumpulan Data          

4. Menyusun Laporan 

Kuliah Kerja 

Magang (KKM) 
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Adapun rincian tahap-tahap Kuliah Kerja Magang (KKM) sebagai berikut: 

1. Tahap Persiapan Kuliah Kerja Magang 

Sebelum melaksanakan kegiatan Kuliah Kerja Magang, penulis melakukan 

persiapan dengan memilih tempat magang, dengan segala pertimbangan penulis 

memutuskan untuk melaksanakan magang di Badan Pusat Statistik Kabupaten 

Mojokerto. Penulis membuat surat permohonan Kuliah Kerja Magang (KKM) dan 

proposal yang ditandatangani oleh Ka. Prodi Akuntansi. Surat permohonan Kuliah 

Kerja Magang diajukan melalui surat permohonan yang diperoleh dari Bagian 

Administrasi dan Umum. Pengajuan tersebut dilakukan pada tanggal 11 Juni 2024 

yang selanjutnya penulis akan memberikan surat permohonan KKM kepada 

Badan Pusat Statistik Kabupaten Mojokerto. 

Kemudian memberikan surat permohonan tersebut yang dilampirkan 

Curriculum Vitae (CV) dan proposal Kuliah Kerja Magang secara langsung 

kepada Badan Pusat statistik Kabupaten Mojokerto. Setelah beberapa minggu, 

Badan Pusat Statistik Kabupaten Mojokerto memberikan informasi langsung 

melalui balasan surat yang menyatakan bahwa telah diterima untuk melakukan 

Kuliah Kerja Magang di perusahaan tersebut dan melakukan Kuliah Kerja 

Magang di perusahaan tersebut selama 2 bulan. 

2. Tahap Pelaksanaan 

Pelaksanaan kegiatan Kuliah Kerja Magang dilakukan selama 50 hari kerja, 

terhitung pada tanggal 8 Juli – 13 September 2024. Saat pelaksanaan KKM 

penulis banyak membantu kegiatan-kegiatan para pegawai di seluruh Tim yang 

ada di bagian fungsional Badan Pusat Statistik Kabupaten Mojokerto. 

3. Tahap Pengumpulan Data 

Pengumpulan data diperlukan dalam penulisan laporan KKM. Mengumpulkan 

data-data yang terkait dengan cara mewawancarai pegawai di Bagian Tata Usaha 

dan meminta beberapa dokumen pendukung. Pada setiap kegiatan yang dilakukan 

saat KKM penulis berusaha mendokumentasi kegiatan yang dilakukan. 
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4. Tahap Menyusun Laporan Kuliah Kerja Magang (KKM) 

Penulisan Laporan Kuliah Magang dimulai pada minggu ke – 8 Tanggal 2 

September 2024. Pada minggu ke – 4 penulis sudah mulai menemukan topic yang 

sesuai untuk didalami dalam proses membuat lapora KKM serta mengumpulkan 

data-data yang sesuai dengan topic pembahasan. Pada minggu berikutnya penulis 

memohon persetujuan serta arahan Pendampig Lapangan yang sebelumnya telah 

dikonsultasikan dengan Dosen Pembimbing Lapangan. 
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BAB II 

TTINJAUAN UMUM TEMPAT KULIAH KERJA MAGANG 

2.1. Profil BPS Kabupaten Mojokerto 

Badan Pusat Statistik adalah Lembaga Pemerintah Non-Departemen yang 

bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Sebelumnya, BPS merupakan Biro 

Pusat Statistik, yang dibentuk berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 1960 tentang 

Sensus dan UU Nomer 7 Tahun 1960 tentang Statistik. Sebagai pengganti kedua 

UU tersebut ditetapkan UU Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik. Berdasarkan 

UU ini yang ditindaklanjuti dengan peraturan perundangan dibawahnya, secara 

formal nama Biro Pusat Statistik diganti menjadi Badan Pusat Statistik. 

Materi yang merupakan muatan baru dalam UU Nomor 16 Tahun 1997, antara 

lain :  

a. Jenis 7opic77l7 berdasarkan tujuan pemanfaatannya terdiri atas 7opic77l7 

dasar yang sepenuhnya diselenggarakan oleh BPS, 7opic77l7 sektoral yang 

dilaksanakan oleh instansi Pemerintah secara mandiri atau bersama dengan 

BPS, serta 7opic77l7 khusus yang diselenggarakan oleh lembaga, organisasi, 

perorangan, dan atau unsur masyarakat lainnya secara mandiri atau bersama 

dengan BPS. 

b. Hasil 7opic77l7 yang diselenggarakan oleh BPS diumumkan dalam Berita 

Resmi Statistik (BRS) secara teratur dan transparan agar masyarakat dengan 

mudah mengetahui dan atau mendapatkan data yang diperlukan. 

c. Sistem Statistik Nasional yang andal, efektif, dan efisien. 

d. Dibentuknya Forum Masyarakat Statistik sebagai wadah untuk menampung 

aspirasi masyarakat 7opic77l7, yang bertugas memberikan saran dan 

pertimbangan kepada BPS. 

Berdasarkan undang-undang yang telah disebutkan di atas, peranan yang 

harus dijalankan oleh BPS adalah sebagai berikut :  

a. Menyediakan kebutuhan data bagi pemerintah dan masyarakat. Data ini 

didapatkan dari sensus atau survey yang dilakukan sendiri dan juga dari 

departemen atau lembaga pemerintahan lainnya sebagai data sekunder. 
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b. Membantu kegiatan 8opic88l8 di departemen, lembaga pemerintah atau 

institusi lainnya, dalam membangun 8opic8 perstatistikan nasional. 

c. Mengembangkan dan mempromosikan 8opic88l teknik dan metodologi 

8opic88l8, dan menyediakan pelayanan pada bidang pendidikan dan pelatihan 

8opic88l8. 

d. Membangun kerjasama dengan institusi internasional dan 8opic8 lain untuk 

kepentingan perkembangan 8opic88l8 Indonesia. 

2.2. Visi dan Misi Instansi 

Dengan mempertimbangkan capaian kinerja, memperhatikan aspirasi masyarakat, 

potensi dan permasalahan, serta mewujudkan Visi Presiden dan Wakil Presiden 

maka visi Badan Pusat Statistik untuk tahun 2020-2024 adalah: 

“Penyedia Data Statistik Berkualitas untuk Indonesia Maju” 

(“Provider of Qualified Statistical Data for Advanced Indonesia”) 

Dalam visi yang baru tersebut berarti bahwa BPS berperan dalam penyediaan data 

8opic88l8 nasional maupun internasional, untuk menghasilkan 8opic88l8 yang 

mempunyai kebenaran akurat dan menggambarkan keadaan yang sebenarnya, 

dalam rangka mendukung Indonesia Maju. 

Dengan visi baru ini, eksistensi BPS sebagai penyedia data dan informasi 

8opic88l8 menjadi semakin penting, karena memegang peran dan pengaruh 

sentral dalam penyediaan 8opic88l8 berkualitas tidak hanya di Indonesia, 

melainkan juga di tingkat dunia. Dengan visi tersebut juga, semakin menguatkan 

peran BPS sebagai 8opic88 data 8opic88l8. 

Misi BPS dirumuskan dengan memperhatikan fungsi dan kewenangan BPS, visi 

BPS serta melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden yang Ke-1 

(Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia), Ke-2 (Struktur Ekonomi yang 

Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing) dan yang Ke-3 Pembangunan yang 

Merata dan Berkeadilan, dengan uraian sebagai berikut: 
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1. Menyediakan 9opic99l9 berkualitas yang berstandar nasional dan 

internasional 

2. Membina K/L/D/I melalui Sistem Statistik Nasional yang 

berkesinambungan 

3. Mewujudkan pelayanan prima di bidang 9opic99l9 untuk terwujudnya 

Sistem Statistik Nasional 

4. Membangun SDM yang unggul dan adaptif berlandaskan nilai 

profesionalisme, integritas dan amanah 

2.3. Struktur Organisasi BPS Kabupaten Mojokerto 

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Badan Pusat Statistik Kabupaten Mojokerto 

 

 

Sumber ; BPS Kabupaten Mojokerto 
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Tugas, fungsi dan kewenangan BPS telah ditetapkan berdasarkan Peraturan 

Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik dan Peraturan 

Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata 

Kerja Badan Pusat Statistik. 

1. Tugas 

Melaksanakan tugas pemerintahan dibidang 10opic1010l10 sesuai 

peraturan perundang-undangan. 

2. Fungsi 

a. Pengkajian, penyusunan dan perumusan kebijakan dibidang 

10opic1010l10; 

b. Pengkoordinasian kegiatan 10opic1010l10 nasional dan regional; 

c. Penetapan dan penyelenggaraan 10opic1010l10 dasar; 

d. Penetapan 10opic10 10opic1010l10 nasional; 

e. Pembinaan dan fasilitasi terhadap kegiatan instansi pemerintah dibidang 

kegiatan 10opic1010l10; dan 

f. Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum dibidang 

perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tatalaksana, 

kepegawaian, keuangan, kearsipan, kehumasan, 10opic, perlengkapan 

dan rumah tangga. 

3. Kewenangan 

a. Penyusunan rencana nasional secara makro di bidangnya; 

b. Perumusan kebijakan di bidangnya untuk mendukung pembangunan 

secara makro; 

c. Penetapan 10opic10 informasi di bidangnya; 

d. Penetapan dan penyelenggaraan 10opic1010l10 nasional; 

e. Kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku, yaitu; 

f. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan tertentu di bidang kegiatan 

10opic1010l10; 
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g. Penyusun pedoman penyelenggaraan 11opic11 11opic1111l11 sektoral.  

2.4. Kegiatan Umum BPS Kabupaten Mojokerto 

Badan Pusat Statistik (BPS) dipimpin oleh seorang Kepala yang memiliki 

beberapa tugas, yakni memimpin BPS sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku, menyiapkan kebijakan umum maupun 

kebijakan nasional sesuai dengan tugas BPS, menetapkan kebijakan teknis 

pelaksanaan tugas BPS yang menjadi tanggung jawabnya, serta membina maupun 

melaksanakan kerjasama dengan instansi dan organisasi lainnya. 

 

Instansi Vertikal pada BPS terdiri atas BPS Provinsi dan BPS 

Kabupaten/Kabupaten, di mana bila BPS Provinsi merupakan instansi 

11opic1111l BPS yang berada di bawah dan bertanggung jawab terhadap Kepala 

BPS, sedangkan BPS Kabupaten/Kabupaten merupakan instansi 11opic1111l BPS 

yang berada di bawah dan bertanggung jawab terhadap Kepala 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

12 

 

BAB III 

PELAKSANAAN KULIAH KERJA MAGANG 

3.1. Pelaksanaan Kuliah Kerja Magang 

Pelaksanaan Kuliah Kerja Magang (KKM) pada Badan Pusat Statistik 

Kabupaten Mojokerto berlangsung selama 2 Bulan 7 Hari, di mana terhitung dari 

tanggal 08 Juli 2024 sampai dengan 13 September 2024. Kegiatan kerja magang 

di Badan Pusat Statistik Kabupaten Mojokerto dilaksanakan selama lima hari 

kerja dalam seminggu yang dimulai pukul 07.30 hingga 16.00 WIB untuk hari 

Senin hingga Kamis, sedangkan pukul 07.30 hingga 16.30 WIB khusus untuk hari 

Jum’at. 

Sebelum memulai Kuliah Kerja Magang (KKM) di Badan Pusat Statistik 

Kabupaten Mojokerto, terlebih dahulu diawali dengan pengenalan lingkungan 

kerja, baik dari perkenalan dengan para staf kantor, pengenalan tugas dan 

tanggung jawab pada masing-masing seksi atau divisi, hingga pada pengenalan tata 

tertib dan aturan yang berlaku di lingkungan Badan Pusat Statistik Kabupaten 

Mojokerto. 

Selama melaksanakan Kuliah Kerja Magang di Badan Pusat Statistik 

Kabupaten Mojokerto, penulis diberikan tugas untuk mengukuti serta 

melaksanakan tugas yang diberikan oleh setiap tim yang ada di BPS Kabupaten 

Mojokerto, sehingga penulis mampu mengetahui setiap Tim yang ada serta 

terlibat dalam semua kegiatan yang dilaksanakan oleh setiap tim. 

3.2 Hasil Pengamatan  

 Dari hasil pengamatan di tempat magang penulis mengetahui bahwa Proses 

Penerbitan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) Belanja Pegawai 

Pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Mojokerto sangatlah penting dalam 

penatausahaan perbendaharaan instansi dimana Belanja Pegawai adalah belanja 

kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan 

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat 

Negara. Surat perintah membayar (SPM) dapat diterbitkan jika pengeluaran 

yang diminta tidak melebihi penganggaran yang tersedia dan didukung dengan 

kelengkapan dokumen sesuai peraturan perundangan (Permendagri No 13. 
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Tahun 2006).  

3.3 Landasan Teori 

Menurut Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 pasal 232 ayat (1) Sistem 

Akuntansi Pemerintahan Daerah sekurang-kurangnya meliputi: prosedur 

akuntansi penerimaan kas, prosedur pengeluaran kas, prosedur akuntansi asset 

tetap/barang milik daerah, dan prosedur akuntansi selain kas. Penerbitan Surat 

Perintah Membayar (SPM) merupakan bagian dari 13opic13 dan prosedur 

pengeluaran kas, proses penerbitan SPM adalah tahapan penting dalam 

penatausahaan pengeluaran yang merupakan tahap lanjutan dari proses pengajuan 

Surat Permintaan Pembayaran (SPP). Proses ini dimulai dengan pengujian atas 

SPM yang diajukan baik dari segi kelengkapan dokumen maupun kebenaran 

pengisiannya. Surat Pemerintah Membayar (SPM) dapat diterbitkan jika 

pengeluaran yang diminta tidak melebihi pagu anggaran yang tersedia dan 

didukung dengan kelengkapan dokumen sesuai peraturan perundangan.  

 Sistem dan Prosedur Pengajuan Pembayaran Langsung Belanja Pegawai 

adalah 13opic13 dan prosedur dalam rangka melakukan Gaji Induk, Gaji Susulan, 

Kekurangan Gaji, Kekurangan Tunjangan Jabatan, Gaji Terusan, Uang Duka 

Wafat , Uang Duka Tewas, Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD, Belanja 

Penunjang Operasional Pimpinan (BPOP) DPRD, Iuran ASKES, Tambahan 

Penghasilan PNS, lembur, serta upah pungut pajak dan retribusi melalui 

Bendahara Pengeluaran. 

 Prosedur pengajuan SPM- LS Belanja Pegawai pada Kantor Badan Pusat 

Statistik Kabupaten Mojokerto melalui aplikasi yang sudah disediakan oleh 

KEMENKEU : 

1. Rekonsiliasi Data Menggunakan Aplikasi Gaji Web (KEMENKEU) 

Langkah pertama dalam proses pengajuan SPM-LS Belanja Pegawai adalah 

melakukan rekonsiliasi data pegawai menggunakan aplikasi Gaji Web yang 

disediakan olch kementrian keuangan KEMENKEU Pengelola keuangan di BPS 

perlu memastikan bahwa data pangkat, golongan. Serta informasi gaji lainnya 

yang terkait dengan pegawai sudah benar dan sesuai. Dalam rekonsiliası ini, data 

yang digunakan berasal dari data kepegawaian yang ada pada instansi BPS, dan 
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dipadukan dengan sistem yang ada di Gau Web. Data ini_mencakup_berbagai 

komponen, seperti gaji pokok tunjangan, dan potongan. Yang harus diinput 

dengan benar. 

Kesalahan yang sering Pada tahap ini, kesalahan yang mungkin terjadi biasanya 

terkait dengan informasi yang tidak sinkron antara sistem internal BPS dan Gajt 

Web Namun dengan adanya integrasi sistem potensi kesalahan dapat 

diminimalkan, Jika terdapat kesalahan dalam input data, gaji tidak dapat diajukan 

sampai perbaikan dilakukan 

4. Validasi Data oleh KPPN 

Setelah rekonsilias data berhasil dilakukan, data tersebut dikirimkan secara 

elektronik ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) untuk divalidas. 

KPPN akan memeriksa dan memvalidasi data yang telah direkonsiliasi Validasi 

ini mencakup pemeriksan terhadap kebenaran data pangkat, golongan, masa ketja, 

dan komponen gan yang diajukan, Jika data tersebut valid, proses selanjutnya 

dapat dilanjutkan 

Kesalahan yang mungkin terjadi, Validasi oleh KPPN sangat ketat untuk 

mencegah kesalahan pembayaran ika ditemukan ketidaksesuaian dalam data, 

seperti pangkat atau golongan yang tidak cocok, pengajuan harus diperbaiki dan 

diajukan kembali 

4. Pengajuan Gaji dan Penerbitan SP2D oleh KPPN 

Setelah data divalidan oleh KPPN, selanjutnya gaji vang telah diajukan melalui 

Gap Web akan diproses KPPN akan memverifikan SPM tersebut. Jika semua hata 

valid dan sesuai dengan penvaratan yang ditetapkan, KPPN akan menerbitkan 

SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana). SP2D ini menandakan bahwa dana sudah 

siap dicairkan dan dapat digunakan. Untuk membayar gaji pegawai KPPN 

memastikan bahwa pencairan dana dilakukan dengan benar dan tepat waktu, 

sesuai dengan data yang telah diajukan melalui SPM. SP2D ini menjadi dokumen 

resmi yang menginstruksikan pencairan dana untuk membayar gaji pegawai. Pada 
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tahap ini, KPPN akan memastikan bahwa semua proses telah sesuai dan 

mengeluarkan SP2D sebagai tanda bahwa dana sudah disetujui untuk dicairkan 

4. Pengajuan Pembayaran melalui BOS System (Internal BPS) 

Di sisi internal Badan Pusat Statistik (BPS), terdapat aplikasi yang bernama BOS 

bystem. Aplikası ini digunakan oleh pengelola keuangan BPS untuk membuat 

pengajuan permintaan pembayaran Pada langkah ini pengelola keuangan di BPS 

menggunakan BOS System untuk mengajukan permintaan pembayaran yang 

sesuai dengan pengeluaran gaji pegawai yang telah divalıdası, BOS System 

merupakan sistem internal yang membantu dalam memantau dan mencatat 

pengajuan pembayaran gaji secara internal Fungsi BOS System: 

BOS System ini mengelola seluruh proses internal BPS, mulai dari mencatat 

pengeluaran hingga menyimpan dokumen terkait permintaan pembayaran, 

sehingga memudahkan monitoring dan pelaporan keuangan. 

4. Pembuatan SPM melalui Aplikasi SAKTI (KEMENKEU) 

Setelah pengajuan di BOS System selesai, langkah berikutnya adalah pembuatan 

Surat Perintah Membayar (SPM) melalui aplikasi SAKTI dari Kementerian 

Keuangan. SAKTI adalah aplikasi resmi yang digunakan oleh BPS untuk 

mengelola pengeluaran 15opic15, termasuk pembayaran gaji pegawai, Pengelola 

keuangan BPS menggunakan SAKTI untuk membuat SPM yang mencakup semua 

data pengajuan gaji yang telah divalidasi sebelumnya Proses dalam SAKTI: 

Terdapat dua prosedur penting dalam aplikasi SAKTI, yaitu pengajuan Surat 

Permintaan Pembayaran (SPP) dan pembuatan SPM SPP merupakan langkah awal 

untuk meminta pembayaran, sementara SPM merupakan dokumen yang 

menginstruksikan pembayaran kepada KPPN 
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4. Pengajuan SPP dan Penerbitan SPM 

Dalam aplikasi SAKTI, pengelola keuangan BPS terlebih dahulu mengajukan. 

Surat Permintaan Pembayaran (SPP). SPP ini berist rincian pengajuan gaji vang, 

telah disusun sebelumnya melalui BOS System dan Gaji Web. Setelah SPP selesai 

diajukan pengelola keuangan kemudian membuat SPM (Surat Perintah 

Membayar) yang merupakan dokumen resmi pengajuan pembayaran kepada 

KPPN, SPM ini harus berisi data yang akurat dan lengkap, karena akan digunakan 

sebagai dasar untuk pencairan dana. 

Waktu Penerbitan SPM: Penerbitan SPM untuk gaji pegawai biasanya dilakukan 

dalam periode 1 hingga 15 setiap bulannya, dengan waktu proses sekitar 1 bulan 

untuk menyelesaikan semua tahapan Kendala dan Potensi Masalah yang dapat 

terjadi ketika proses pengajuan SPM-LS Belanja Pegawai: 

Kesalahan Rekonsiliasi dalam Data: 

Meskipun kesalahan pada tahap rekonsiliasi data semakin jarang terjadi karena 

integrasi sistem, namun potensi kesalahan tetap ada, terutama jika ada 

ketidaksesuaian data pegawai atau jika SK baru belum diterbitkan tepat waktu 

Keterlambatan SK (Surat Keputusan) Jika terjadi keterlambatan dalam penerbitan 

SK, maka data pegawai tidak dapat dinput ke dalam aplikasi tepat waktu. Hal ini 

bisa menyebabkan keterlambatan dalam pengajuan SPM dan pencairan gaji 

pegawai 

Dengan langkah-langkah ini, proses penerbitan SPM-LS Belanja Pegawai di BPS 

Kabupaten Mojokerto berjalan dengan mekanisme yang sistematis dan 

terkoordinasi antara sistem internal BPS, aplikasi KEMENKEU, dan KPPN 
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Berikut merupakan aplikasi Gaji Web Badan Pusat Statistik Kabupaten 

Mojokerto Oleh KEMENKEU 

1. Input SK Kolektif Kenaikan Gaji  

Gambar 3.1 Input SK Kolektif Kenaikan Gaji 

Operator masuk ke menu Utilitas > Permohonan SK Kolektif. 

Sumber ; BPS Kabupaten Mojokerto 

Gambar 3.2 Input SK Kolektif Kenaikan Gaji 

lalu klik Tambah 

 

Sumber ; BPS Kabupaten Mojokerto 
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Gambar 3.3 Input SK Kolektif Kenaikan Gaji 

Pilih Jenis SK Kolektif, lalu klik Simpan 

Sumber ; BPS Kabupaten Mojokerto 

Gambar 3.4 Input SK Kolektif Kenaikan Gaji 

Data berhasil ditambahkan, silahkan klik Refresh agar status menjadi Selesai. 

Sumber ; BPS Kabupaten Mojokerto 

Setelah SK kolektif berhasil ditambahkan, maka SK Kenaikan Gaji akan 

otomatis ter-default pada seluruh pegawai dan Satker dapat memproses gaji 

seperti biasa dengan tarif yang baru. 

 

2. Kekurangan Gaji 

Atas gaji yang telah diproses dan belum menggunakan tarif yang baru, agar 

dibuatkan kekurangan gaji. Kekurangan Gaji Pokok 2024 dapat dibuat secara 

kolektif. Fitur ini digunakan untuk membantu mengurangi pemilihan 

pegawai secara manual dalam rangka permohonan kekurangan kolektif 

kenaikan gaji pokok tahun 2024. 

Operator masuk ke menu Gaji > Proses Kekurangan Gaji > Klik Tambah > pilih 

Bulan/Tahun dan isi Keterangan > klik Simpan. 
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Gambar 3.5 Kekurangan Gaji 

Klik Lihat Detil Data Pegawai pada Kolom Aksi > klik Kekurangan Kolektif 

Gaji Pokok 2024. 

Sumber ; BPS Kabupaten Mojokerto 

Gambar 3.6 Kekurangan Gaji  

Lalu klik Ya. Kekurangan atau kelebihan pegawai yang dihasilkan fitur ini 

bukanlah sesuatu yang mutlak harus diikuti karena masih dapat disesuaikan 

oleh user berdasarkan kondisi sebenarnya. 

Sumber ; BPS Kabupaten Mojokerto 

Periksa kekurangan gaji, lalu lanjutkan proses kekurangan gaji seperti biasa. 

 

3. Pemberian THR  

Pokok-pokok pengaturan pemberian THR Keagamaan tahun 2024 kepada 

Pegawai Non-ASN yang bertugas sebagai satpam, pengemudi, petugas 

kebersihan, dan pramubakti adalah sebagai berikut:  

a. Kepada Pegawai Non-ASN yang bertugas sebagai satpam, pengemudi, 

petugas kebersihan, dan pramubakti dibayarkan tambahan honorarium 

sebanyak 1 (satu) bulan sebagai THR Keagamaan.  

b. Pemberian THR Keagamaan dilaksanakan dengan ketentuan:  
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1. Pegawai Non-ASN yang bertugas sebagai satpam, pengemudi, petugas 

kebersihan, dan pramubakti diangkat berdasarkan surat keputusan 

pejabat yang berwenang/kontrak kerja;  

2.  Anggarannya tersedia dalam DIPA satuan kerja berkenaan; dan  

3. Memperhatikan besaran satuan biaya yang diatur dalam PMK Nomor 

49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024. 

SPM THR dan SPM THR Keagamaan tahun 2024, termasuk untuk 

pembayaran kekurangan, terusan, dan susulan THR dan THR Keagamaan tahun 

2024, dibuat menggunakan jenis dokumen sebagai berikut: 

 

Gambar 3.7 Pemberian THR 

 

Sumber ; BPS Kabupaten Mojokerto 

Satuan Kerja agar memedomani dan memastikan jenis dokumen yang diajukan 

dalam rangka pembayaran THR dan THR Keagamaan Tahun 2024 telah benar. 

Berikut adalah beberapa usulan pemecahan masalah dan solusi terkait dengan 

kendala dalam penerbitan SPM-LS Belanja Pegawai di BPS Kabupaten 

Mojokerto: 
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4.2 Usulan Pemecahan Masalah/Solusi 

 

4. Masalah: Kesalahan dalam Rekonsiliasi Data pada Aplikasi Gaji Web 

Kendala: 

Kesalahan pada tahap rekonsiliasi data dapat terjadi, terutama jika data pegawai 

tidak sesuai atau ada keterlambatan dalam pembaruan data di aplikasi. Hal ini 

dapat menghambat pengajuan gaji karena data yang salah tidak dapat diproses 

oleh sistem. 

Solusi: 

 Peningkatan Validasi Internal: Sebelum data dikirim ke KPPN, perlu 

ada pemeriksaan lebih ketat dan validasi internal oleh tim keuangan di 

BPS untuk memastikan bahwa semua informasi sudah benar. Ini dapat 

dilakukan dengan audit internal sederhana menggunakan checklist data 

yang harus diperiksa. 

 Pelatihan Berkala untuk Pengelola Keuangan: Pelatihan tentang 

penggunaan aplikasi Gaji Web dan rekonsiliasi data perlu dilakukan secara 

berkala agar petugas pengelola keuangan selalu up-to-date dengan 

perubahan 21opic21 dan prosedur terbaru. 

 Penggunaan Sistem Pengingat: Integrasi 21opic21 pengingat dalam 

aplikasi internal BPS untuk memberi notifikasi kepada pengelola 

keuangan jika ada data yang belum sinkron atau memerlukan pembaruan. 

4. Masalah: Keterlambatan Penerbitan SK (Surat Keputusan) 

Kendala: 

Keterlambatan dalam penerbitan SK pegawai dapat mengakibatkan pengajuan 

data gaji tidak dapat dilakukan tepat waktu. Ini berpotensi menyebabkan 

keterlambatan dalam penerbitan SPM dan pencairan gaji. 
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Solusi: 

 Penyusunan Jadwal Penerbitan SK yang Tepat Waktu: Koordinasi 

dengan bagian kepegawaian harus ditingkatkan untuk memastikan bahwa 

SK diterbitkan sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Buatlah jadwal 

penerbitan SK yang lebih proaktif dan terintegrasi dengan kalender 

penggajian. 

 Penggunaan e-SK: Penerapan e-SK (Surat Keputusan Elektronik) yang 

memungkinkan pengiriman dan pembaruan SK secara digital akan 

mempercepat proses penerbitan dan penginputan data ke 22opic22 gaji. Ini 

mengurangi waktu yang dihabiskan dalam proses manual. 

 Komunikasi yang Lebih Intensif dengan Unit Terkait: Meningkatkan 

komunikasi dan sinergi antar unit kepegawaian dan unit pengelola 

keuangan agar informasi terkait SK yang baru diterbitkan 22opi langsung 

disampaikan dan diinput ke 22opic22 secepat mungkin. 

4. Masalah: Kurangnya Integrasi antara BOS System dan Aplikasi 

SAKTI 

Kendala: 

BOS System milik BPS dan aplikasi SAKTI dari KEMENKEU tidak sepenuhnya 

terintegrasi, yang menyebabkan proses pengajuan pembayaran harus melalui 

beberapa sistem berbeda. Ini bisa memperlambat pengajuan karena data perlu 

diinput ulang di beberapa aplikasi. 

Solusi: 

 Pengembangan Sistem Terintegrasi: Mengupayakan integrasi yang lebih 

baik antara BOS System dan SAKTI, sehingga data dari BOS System 

dapat langsung ditransfer ke SAKTI tanpa perlu penginputan ulang. Hal 

ini dapat meminimalkan waktu yang dihabiskan dalam pengajuan SPM 

dan mencegah terjadinya kesalahan input. 

 Peningkatan Fitur Transfer Data: Jika integrasi penuh belum 

memungkinkan, solusi sementara adalah meningkatkan fitur transfer data 
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antara kedua 23opic23, seperti melalui file CSV atau XML yang 

memungkinkan data dari BOS System diimpor langsung ke dalam SAKTI. 

Dengan solusi-solusi ini, diharapkan proses penerbitan SPM-LS Belanja Pegawai 

di BPS Kabupaten Mojokerto bisa lebih efisien dan minim kesalahan, serta 

menghindari keterlambatan yang berdampak pada pencairan gaji pegawai. 
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BAB IV 

KESIMPULAN DAN SARAN 

4.1 Kesimpulan 

Kuliah Kerja Magang (KKM) dilaksanakan di Kantor Badan Pusat Statistik 

Kabupaten Mojokerto. Pada pelaksanaan kegiatan tersebut banyak manfaat yang 

diperoleh yakni diantaranya meningkatkan kemampuan dan pengetahuan tentang 

bagaimana cara atau proses kerja di Kantor Badan Pusat Statistik Kabupaten 

Mojokerto, mengasah keterampilan praktik seperti penulisan data laporan, analisis 

data, dan komunikasi professional. Meningkatkan kemampuan dalam 

mengimplementasikan ilmu yang dipelajari dibangku kuliah dalam praktik kuliah 

kerja lapangan. Selain itu penulis juga mendapatkan ilmu baru mengenai aplikasi 

yang belum pernah dipelajari sebelumnya, salah satunya adalah aplikasi 

INDESIGN yang merupakan salah satu aplikasi yang digunakan untuk Publikasi  

di Kantor Badan Pusat Statistik Kabupaten Mojokerto. Meskipun mengalami 

beberapa kendala, namun praktikan mampu menghadapi kendala tersebut dan 

tetap melakukan pekerjaan yang diberikan dengan baik sesuai dengan yang 

diharapkan. Kegiatan Kuliah Kerja Magang ini pun memberikan banyak 

pengetahuan dan wawasan serta pengalaman yang tidak mungkin didapat di 

bangku perkuliahan. Kegiatan ini juga membuat praktikan untuk lebih siap dalam 

menghadapi dunia pekerjaan yang keras. 

4.2 Saran 

Dari pelaksanaan KKM yang telah dijalani, praktikan memiliki 

beberapa saran yang dapat dijadikan sebagai acuan bagi pihak yang terkait 

dalam program tersebut. 

a. Bagi Mahasiswa, mahasiswa diharapkan mencari sub 24opic yang lain 

berbeda dengan pembahasan penulis. 

b. Bagi Perguruan Tinggi, senantiasa menjalin hubungan baik dengan 

berbagai institusi, lembaga, maupun perusahaan yang berpotensi 

mengembangkan pengetahuan dan wawasan mahasiswa yang 

melakukan kegiatan Kuliah Kerja Magang (KKM). 

c. Bagi Instansi, Menjaga serta meningkatkan stabilitas keamanan kantor, 
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baik pada jam kerja maupun di luar jam kerja 

4.3 Refleksi Diri 

1. Relevansi : Magang di Kantor Badan Pusat Statistik Kabupaten Mojokerto 

memberikan saya kesempatan untuk menerapkan teori-teori yang telah 

saya pelajari di Kampus saya  

2. Pengalaman : Selama magang di Kantor Badan Pusat Statistik Kabupaten 

Mojokerto memberi saya wawasan mendalam tentang keseuaian Statistik 

dengan konsep keuangan. Saya belajar bagaimana prosedur-prosedur 

penerbitan Surat Perintah Membayar  

3. Manfaat yang diperoleh : Melalui magang ini, saya mengembangkan 

keterampilan komunikasi dan analisis, serta memahami pentingnya akurasi 

dalam prosedur penerbitan Surat Perintah Membayar. Saya berkesempatan 

untuk bekerja sama dengan tim penyuluh yang professional, yang 

mengajarkan saya tentang etika bekerja di bidang keuangan yang berkaitan 

dengan sector Statistik.  

4. Kunci Sukses : Kedisiplinan dan komitmen dalam menjalankan tugas 

sehari hari menjadi kunci utama dalam mencapai hasil yang optimal 

selama magang. Kemampuan untuk bekerja sama dalam tim sangat 

penting, terutama dalam menyelesaikan proyek-proyek.  

5. Tindak Lanjut : Selama magang di Kantor Badan Pusat Statistik 

Kabupaten Mojokerto, saya menyadari pentingnya komunikasi yang baik 

antar tim dan juga menjaga keselarasan antar tim. Oleh karena itu, saya 

berencana untuk mengikuti pelatihan lanjutan mengenai Keuangan yang 

lebih khusus terkait dengan Sektor Pemerintahan, Selain itu, saya akan 

aktif mencari pengalaman kerja di lingkungan pemerintahan untuk 

meningkatkan keterampilan praktis dan membangun jaringan professional 

yang lebih luas. 
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LAMPIRAN 

Lampiran 1. Surat Balasan Melaksanakan Magang 
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Lampiran 2. Surat Keterangan Telah Melaksanakan Magang 
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Lampiran 3. Surat Pengurangan Durasi Magang 
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Lampiran 4. Formulir Penilaian Pendamping Lapangan  

 

 

 

A-4 



 

  

 

Lampiran 5. Formulir Penilaian Dosen Pembimbing Lapangan  
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Lampiran 6  Sertifikat Magang  
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Lampiran 7. Formulir Kegiatan Harian Magang/ Log book 
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